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RP1,3 M TAK DISETOR

Inspektorat
Fokuskan Kembalikan
Uang Negara

PALU, MERCUSUAR - Terkait kasus
penggelapan iuran Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di Kabupaten Morowali sebesar Rp1,3
miliar (M), Inspektorat Daerah Provinsi
Sulteng menyerahkan sepenuhnya kepada
Polda Sulteng dalam proses penegakkan
hukum. Inspektorat hanya lebih fokus kepada
pengembalian uang negara.

Kepala Inspektorat
Sulteng, Mulyono, Kamis
(7/11/2013), mengung-
kapkan terkait kasus itu,
pihaknya telah bertindak
sebelum temuan BPK diu-
mumkan. Penanganan itu
dilakukan saat pihaknya
bersama Dinas Pedapatan
Daerah (Dispenda) Sulteng
turun langsung ke Morowali
untuk mengecek jumlah
PKB yang sesungguhnya.

Mulyono menambahkan,
pemeriksaan itu dilakukan
secara bersamaan dengan
pihak kepolisian. Namun
polisi lebih fokus pada

penegakan hukum, semen-
tara Inspektorat fokus pada
pengembalian uang negara
melalui beberapa harta
jaminan yang diamankan
Dispenda, seperti kend-
araan, sertifikat tanah dan
aset lainnya.

“Walaupun proses hu-
kum sedang berlangsung,
kami tetap berusaha agar
kerugian negara dapat sig-
nifikan berkurang. Selain
itu, mengenai koordinasi
Inspektorat dengan instansi
terkait tetap berjalan sesuai
koridor yang ada melalui tu-
gas dan fungsinya masing-

fires

masing,” tutup Mulyono.

Sebelumnya, Kepala BPK
Perwakilan Sulteng Moh
Bayu Subartha mengemu-
kakan, penerimaan PKB dan
Biaya Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) seban-
yak 53 unit kendaraan roda
empat senilai Rp1,3 miliar
tidak disetorkan ke kas
daerah. Bayu mengatakan
bahwa beberapa kelemahan
yang ditemukan selama pe-
meriksaan adalah PKB dan
BBNKB yang seharusnya
bagian Pemprov Sulteng,
belum semuanya diterima
secara tepat jumlah dan
tepat waktu. Karena itu ia
berharap kepada Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola
untuk menindaklanjuti re-
komendasi-rekomendasi
BPK melalui Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang
telah diserahkan dalam
tempo 60 hari kedepan agar
penerimaan daerah bisa
lebih optimal. cr2




